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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.

I Kecamatan  Padang

Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi
Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat emalil
G oail.com.

PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT, NiK. [

Kecamatan
Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang,
Provinsi Sumatera Barat, namun sekarang bertempat
tinggal di (Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Padang Panjang) Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 1,

Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang
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Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi
Sumatera Barat.
TERGUGAT.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025
yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang

Panjang Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.PP, tanggal 23 Januari 2025, dengan dalil-

dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
hari Kamis, tanggal 23 Oktober 1997 M / 22 Jumadil Akhir 1417 H sesuai
dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah  Nomor:| GcNzNGyang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk  Alung,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 16
November 2018.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga

di rumah Penggugat di [N
I <cc2matan Padang Panjang Barat, Kota Padang

Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai kemudian berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan

suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang

bernama [ . <
I - <i-oki, Bukittinggi, 22 Juli 1999.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis namun semenjak pada tanggal 12 Agustus
2024, dimana saat itu Tergugat melakukan tindak pidana Membujuk Anak
Melakukan Persetubuhan Dengannya, sehingga mendapatkan hukuman 8
tahun penjara sesuai dengan hasil putusan dengan

Nomor | I Scrcnjak saat itu Penggugat dan

Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai saat ini.
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5. Bahwa semenjak pada tanggal 12 Agustus 2024 tersebut, Penggugat dan
Tergugat sudah berpisah rumah yang terhitung kurang lebih 5 bulan

lamanya.

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di [ N IEIEINGGEGEGEGEGEGEE
I <-camatan Padang Panjang
Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan
Tergugat dahulu tinggal di |
I <ccomatan Padang Panjang Barat, Kota

Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, namun sekarang bertempat
tinggal di (Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang) Jalan Urip
Sumoharjo, Nomor 1, Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang
Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

7. Bahwa tidak ada upaya damai dalam mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan baik, baik itu dari keluarga Penggugat maupun Tergugat.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam
menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang
timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang
berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;
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SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya(ex Aequo etBono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/
kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh
suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. [ GG -tas
nama [l (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang
Panjang, tanggal 14 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, di-nazagelen, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh
Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada
Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi
tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor | |l atas nama Penggugat
dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 16 November 2018. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan telah diperiksa, serta
dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen
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yang diunggah pada Sistim Informasi Pengadilan yang ternyata cocok.
Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi
kode P.2;

3. Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor
I (- icah ditandatangani oleh Panitera secara
elektronik, tanggal 28 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, di-nazagelen, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh
Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistim Informasi
Pengadilan yang ternyata cocok, Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf
oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap
pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.PP yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal
145 RBg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),
Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat
(1) RBg., patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara a

guo diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis
Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak beperkara, quod est Pasal
154 ayat (1) RB.g juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam. Namun, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh
berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah
tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut
tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara a quo adalah perkara yang
dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir
selama proses persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama,
dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan
perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara
absolut (absolute competentie) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat
gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 yang diajukan
Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah
Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang yang merupakan
yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena
itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (relative
competentie) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang
dikuatkan dengan bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat, maka sesuai
dengan ketentuan pasal 285 RBg. jo. pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata
bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan
yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah
mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam
perkara ini (persona legal standing in judicio), karenanya Penggugat
mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang
perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah karena semenjak pada tanggal 12 Agustus 2024, dimana
saat itu Tergugat melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan
Persetubuhan Dengannya, sehingga mendapatkan hukuman 8 tahun penjara
sesuai dengan hasil putusan dengan Nomor: | EGcNINGIGNG:
Semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi
sampai saat ini, semenjak pada tanggal 12 Agustus 2024 tersebut, Penggugat
dan Tergugat sudah berpisah rumah yang terhitung kurang lebih 6 bulan

lamanya;
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Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat
unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak,
posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni salah satu pihak mendapat
hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah
perkawinan berlangsung, quod est pasal 19 huruf (¢) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka
gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa
lebih lanjut;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo diperiksa secara verstek,
tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan yang diperiksa secara
verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum,
sehingga guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara a quo,
Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan
mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga quod est Pasal 311
RBg. pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (bindende bewijskracht) dan
menentukan (beslissende bewijskracht) maka sepanjang posita gugatan
Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, dan tempat
tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang
telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek dan
Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat,
sebagaimana pertimbangan di atas, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan
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dengan Akta Nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan
pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui
seluruh dalil gugatan Penggugat, tetapi sesuai dengan prinsip hukum
perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan
Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan cerai yang
dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna
dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum
acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara
Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat
Majelis Hakim, bahwa “Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang
dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara
bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga
dan pribadi’;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, terhadap bukti-bukti tersebut
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan
Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan asli dan
fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah
diberi materai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 17
ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan
Pasal 1888 KUHPerdata sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi
persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang di
persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti
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tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai ketentuan pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata juncto
Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013,
sehingga membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan
Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang dan bertempat tinggal di dalam
wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Fotokopi Duplikat
Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta
otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sesuai pasal 285 RBg., juncto Pasal 1870 KUHPerdata, juncto pasal
2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak
tanggal 23 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (Asli Salinan Putusan
Pengadilan Negeri Padang Panjang) telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg juncto Pasal
1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Tergugat dihukum dengan pidana
penjara selama 8 (delapan) tahun lamanya karena telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan
Dengannya sesuai dengan putusan Nomor:55/Pid.Sus/2024/PN Pdp dan telah
dilakukan penahanan terhadap Tergugat;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yag menikah
pada tanggal 23 Oktober 1997 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Tergugat telah ditahan oleh pihak yang berwenang atas tindak
pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun
lamanya karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Membujuk
Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sesuai dengan putusan
Nomor:

- Bahwa sejak Tergugat ditahan, kemudian menjalani hukuman di penjara,
maka Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami,
dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum
gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan
dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Petitum Pengabulan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu)
yang memohon gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena petitum a quo
berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan
akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua)
yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra

Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan

hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Perceraian secara Syar’i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangakan alasan perceraian
antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan
dalil syar’l sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk
mewujudkan ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri,
hubungan yang saling mencintai (mawaddah), menyayangi (rahmah) dan
saling menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim menilai bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak
lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami
istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah dan rahmah

sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Hujah syar'iyyah dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 162 sebagai berikut:
(o) el Ale) dalls sl e 3l Lga 5 3 da g 30 A ) aae i)
Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah

sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak

suaminya dengan talak satu;

3. Pendapat ulama dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 248 sebagai
berikut:

Y lee e ) L',\S}C})'J\q)k:\ o) Aa g )l Ay sl sal W) e i) 134
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Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/ menetapkan gugatannya di

hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami

dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan

kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan
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hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat

menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian
hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide Pasal 39 ayat (2) huruf
¢ penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian
yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya
Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
juncto Pasal 116 huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk dapat
melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan
bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di
atas, ternyata bahwa Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama 8
(delapan) tahun lamanya karena telah terbukti bersalah melakukan tindak
pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sesuai dengan
putusan Nomor:55/Pid.Sus/2024/PN Pdp dan telah dilakukan penahanan
terhadap Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas,
pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat;
Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan
dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih
besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa
melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi

rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (mitsdgan ghalizha)
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sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan
masyarakat yang baik;
Pertimbangan Perceraian secara Filosofis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan
integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus
dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan
pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus
ketika Tergugat dihukum penjara selama 8 (delapan) tahun lamanya. Untuk itu,
mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang
bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup
yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;
Pertimbangan Alasan Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alasan perceraian
antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dikemukakan di atas, baik
secara syari, yuridis, sosiologis dan filosofis, Majelis Hakim berpendapat
bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian yang dibenarkan secara hukum, quod est Pasal 39 ayat (2) dan
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karena
Tergugat dihukum penjara selama 8 (delapan) tahun setelah perkawinan
berlangsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas
hanya dapat diterima, apabila salah seorang dari suami-isteri mendapat
hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai

dimaksud dalam Pasal 19 huruf ¢ maka untuk mendapatkan putusan perceraian
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sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan
yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa
putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan tersebut,
Penggugat di hadapan sidang telah menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan
Negeri Padang Panjang Nomor | |G )29 tclah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf ¢ Penjelasan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 juncto pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian
pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2
huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat
adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya
dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi
Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi
yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).
Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari
Jum’at tanggal 14 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya’ban
1446 Hijriah oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.l., M.H., sebagai Ketua
Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.l., M.H., dan Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Sya’ban 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada
Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asri, S.H.l., sebagai
Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Rahmiwati Andreas, S.H.l., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.PP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd Ttd
Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H. Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd
Asri, S.H.I.,
Perincian Biaya:
1. PNBP
a. Pendaftaran Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T Rp 20.000,00
c. Redaksi Rp 10.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 24.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



